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LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Menimbana

Menainaat

N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 13 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN

bahwa denaan telah ditetapkan Keputusan Menteri
Dalam Neaeri Nomor 119 Tahun 1998 tentana Ruana
linakup dan ienis Retribusi Daerah Tinakat I dan
Tinakat II. maka Retribusi Rumah Potona Hewan
merupakan isnis retribusi daerah Tinagkat II:

bahwa untuk memunaut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu diatur denaan Peraturan Daerah:

Undana~undana Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Nedara
Tahun 1965 Nomor 50). tentana pembentukan Dasrah
Tinakat II Sarolanaun Banako dan Daerah Tinakat II
Taniuna Jabuna: denaan menaubah Undana~undana Nomar
12 Tahun 195 (Lembaran Neaara Tahun 195& Nomor
25Y. tentana Pembsntukan Daerah Otonom Kabupatsan
di Propinsi Sumatera Tenaah:

Undana-undana Nomor 49 Prp Tahun- 1960 tentand
Panitia Urusan Utana Neaara (Lembaran Negara Repub-~
1ik Indonesia Tahun 1960 Nomor 150 Tambahan Lembar-
an Neaara Republik Indonesia Nomor 2104):

Undana-undana Nomaor 18 Tahun 1997 tentana Paiak
Daarah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neaarsa Repub~
1ik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembar-
an Neagara Republik Indonesia Nomor 34685):

Undana~undana Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum
acara Pidana (Lembaran Neaara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor &. Tambahan Lembaran Nsaara
Republik Indonesia Nomor 3209):

S.Peraturan. .. .... .-






g

i

10.

11.

-
P

-

Undana-undand Nomor 54 Tahun 1999 Tentana
Pembentukan Kabupaten Sarcolanaun. Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taniund Jabuna
Timur (Lembaran Neaara RI Tahun 1999 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentana
Pelakzanaan Undana~undana Nomor 8 Tahun 1981 Ten-
tarna Hukum Acara Pidana (Lembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3258):

Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentana
Retribusi Daerah (Lembaran Neaara Republik Indone~
sia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Neaara
Republik Indonesia Nomor 3692):

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 23 Tahun 1986
tentana Ketentuan Umum menaenal penvidik Paaawal
Neaaeri Sipil di Linakunaan Pemerintah Daerah io
Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 4 Tahun 1997
tantana Penvidik Peaawai Neageri Sipil di 1inakunaan
Pemerintah Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 84 Tahun 1993
tentana Bentuk Peraturan Dasrah dan Paraturan
Daerah Perubahan:

Neaeri Nomor 171 Tahun 1997

“aputusan Menteri Dalam
sahan Peraturan Dasrah.

tentana Pedoman penae

Keputusarn Menteri Dalam Neasril Nomor 174 Tahun 1997
tentana Pedoman Tata Cara pemunautan Retribusi
Daarah:

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 175 Tahun 1997
tentana Tata cara pemeriksaan dibidana Retribusi
Daerah:

Kaputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 119 Tahun 1998
tentana ruana linakup dan  Jenis-ienis Retribusi
Dasrah Tinakat I dan Daerah Tinakat TI:

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 147 Tahun 1998
tentana Komponen Tarif Retribusi.
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Menetapkan

Denagan Persetuiuan

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN DAERAM
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEM MERANGIN TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BaAaB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Paraturan Daerah ini. wvana dimaksud denaan :

Daerah adalah Vabupaten Meranain.

Pamerintah Daarah adalah Pemsrintah Kabupaten
Merandain.
Kapala adalah Bupati Meranain.

Dinas Pendapatan Dasrah adalah dinas Pendapatan
Daesrah Kabupaten Meranain.

Peiabat adalah Pegawsa il vanag diberi @ tuagas
tertentu dibidana Retribusi Dasrah sesual denaan
Peraturarn Perundana-undanaan vana berlaku.

Kas adalah ¥as Pemerintah Kabupaten Msranain.

Rumah Potorna Hewan adalah susatu tempat atau banau-
nan umum vang diparaunakan untuk meamotona hewan
sesual peruntukannva vana disediakan dan dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten Meranain.

Hewan adalah sapi. kerbau. kuda. kambina/domba.
biri-biri. dan unaass.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang msliputi
perseroan terbatas. psrseroan komanditer., pstrseroan
iainnva. badan usaha milik nrneasara atau daerah
denagan nama dan bentuk apapun. persekutuan.
perkumpulan. firma. konasi., koperasi. vavasan atau



arganisasi vana seienis lembaga. dana pensiun.
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnva.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa
vana disediakan oleh Pemerintah Dasrah denaan
mandanut prinsif-prinsif komersial karena pada
dasarnva dapat pula disediakan cleh sektor swasta:

Raetribusi Rumah Potona Hewan vang selanijutnva dapat
disebut retribusi adalah pembavaran atas penvediaan
pasilitas rumah potona hewan ternak termasuk
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotona. vang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pamerintah Daerah.

Waiib retribusi adalah orana pribadi atau badan
vana menurut peraturan perundana-undanaan retribusi
Daerah diwaiibkan wuntuk melakukan pembavaran
retribusi Daerah:

Masa retribusi adalah danaka waktu tertentu vana
merupakan batas waktu baai waiib retribusi untuk
memanfaatkan pasilitas rumah potona hewan ternak:

Surat  Pendaftaran Obvek Retribusi Daerah. vana
selanijutnva dapat disinakat SPdORD adalah surat
vana digunakan oleh waiib retribusi dan Waiib
Ratribusi sebaaal dasar penghitungan dan pembavaran
retribusi wvana terhutana menurut peraturan psru-

ndana~-undangaan retribusi Daerah:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah. vana dapat di
sinakat SKPD adalah surat keputusan vana menentukan
besarnva jumlah retribusi vang terhutana:

Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurana Bavar
Tambahan. vana selaniutnva dapat di singkat
SKRDKBT adalah surat keputusan vana menentukan
tambahan atas jumlah retribusi vana telah di tetap-
kan:

Surat Ketetapan Daerah Lebih Bavar. vanag
selanjutnva dapat di sinakat SKRDLB. adalah surat
keputusan vana menentukan Jjumlah kelebihan
pembavaran retribusi karena iumlah kredit retribusi

5. lebih basat ......






w5

lebih besar dari pada retribusi vana terhutana atau
tidak seharusnva terhutana :

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah. vana selanjutnva
dapat di sinakat STRD. adalah surat untuk melakukan
taagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau dends:

s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB vanag diaijukan oleh
Wailb Retribusi:

t. Pemeriksaan adalah serangkalian keaiatan untuk
mencari. menaumpulkan .dan menaelola data dan atau
keterangan lainnva dalam ranaka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewaiiban retribusi berdasarkan
peraturan dan pesrundang~-undanagan retribusi Daerah:

p. Penvidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Dasrah
adalah serangkaian tindakan vang di lakukan alsh
penyvidik PRegawail Neari Sipil vang sslanjutnva di
sabut Penvidik. untuk mencari serta mengumpulkan
bukti vang dengan bukti itu membuat terana tindak
pidana di bidana retribusi Daerah vang teriadi
serta menemukan tersanaka.

BAB II
NaMA., OBJEX DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut
retribusi sebagal pembavaran penvediaan fasilitas
rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksan kess-
hatan hewan sebelum dipotond.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelavanan penvediaan
fasilitas rumah potong hewan vang meliputi :

a. Penvewaan kandana (karantina);
b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebslum dipotong:

C. Pemakalan. . .......






c. Pemakaian tempat pemotongan:
d. Pemerikssan daaing:

(23 Tidak termasuk obijek Retribusi adalah pemaeriksaan
daaina dari daerah lain dan daaina impor dan
palavanan rumah potong vang dikelola oleh perusa-
haan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orana pribadi atau badan vanag
menagunakan fasilitas rumah potona hewan ternak.
BAB IIT
GOLONGAN RETRIBUSIT

Passl 5

Retribusi Rumah Potong Hewan dicgclonakan sebaqgai
Retribusi Jasa Usaha.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

RPasal &
Tinakat Penaaunaan Jasa diukur berdasarkan ienis
pslavanan. dan denis serta Jjumlah ternak vana akan
dipotong.

BAB V¥V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsif dalam penetapan retribusi adalah didasarkan
pada  tuiuan untuk memperoleh keuntunagan vana lavak
atas Jjasa pelavanan vang disediakan oleh Pemerintah
Daerah atas Rumah Potona Hewan beserta perlenakapan

dan keglatan lainnva vana berkaitan dengan pemotonaan
hewan .
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(1)

(2)

(1)

(2}

8AB VI
KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

Setiap hewan vana akan dipotona harus diperiksa
lebih dahulu kesehatannva oleh petugas dan diwa~
Jibkan melakukan pemotonaan di Rumah Potona Hewan
milik Pemerintah Daesrah.

Apabila dalam pemeriksaan sebacgaimana dimaksud
pada avat (1) Pasal ini ternvata hewan terssbut
menderita sakit atau dalam keadaan buntina. Petu-
gas dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk
tidak dipotona.

Pasal 9

Petuaas melakukan pemeriksaan terhadap daaina dan
angaota badan lainnva dari hewan vana sudah dipo-
tona.

Daaina dan baaian/anagota badan lainnva vand
dinvatakan baik diberi tanda stempel. sedanakan
vana dinvatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh
petugas atau peijabat vang ditunijuk.

Pasal 10

pemotonaan hewan dalam keadaan tertentu dapat dilaksa~
nakan diluar Rumah Potona Hewan setelah pemilik dapat
menuniukkan kartu pemeriksaan kesehatan heswan.

(1)

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Atas pemeriksaan hewan/daaina hewan dan pengaunaan
rumah Potona Hewan. dikenakan retribusi.

(?) Besarnva retribusi sebacaimana dimaksud pada avat

(1) Pasal ini ditetapkan sebaaai berikut

a. Biava Pemakaian.......



a. Biava Pemakalan Kandana :
1. Bapni. Ysrbau. Kuda sebesar ... Rp. F.000.~
{Tiga ribu rupiah) per-ekor/hari
2. Kambina/Domba sebssar ........ Rp. 1.000.~
(Seribu rupiah) per-ekor/hari.

b. Biava Tempat Pemotongan :
1. Bapi. ¥arbau. Xuda ssbssar ... Rp. 6.000,~
{Enam ribu rupiah) per-ekor

2. Kambina/Domba seb&sar . ....... Rp. 2.500.~
(Dua ribu lima ratus rupish) per-ekor .
3. Unagas SebesSar . ... v n e Rp. ~100.~

(Seratus rupiah) par-ekor.
c. Biava Pemeriksaan Xesehatan Hewan.

H

1. Sapl. Kerbau. Kudsa sebassa

Alr  ws w Rp. (:-,.OOO.
{Enam ribu rupiah) par-ekor

2. Kambina/Domba sebesar ........ Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) per-ekor.
I, UNGO8sS SEDESEN . u v v e wn S Rp. 100, ~

([eratus rupiazh) per-skor.

d. Biava Pemerikssan Daging.

H

1. Sapi. Kerbau. KXuda zebssar ... Rp. 3.000.
{(Ticaa ribu rupiah) per-ekor.

2. Kambinag/Domba sebessar ........ Rp. &.000.~
{(Tiga ribu rupisah) per-skor.

@. Biava pemeriksaan ulana daaina dari luar daerah
sebasar Rp. 500.~ (Lima ratus rupiah).

Pasal 12
Pemotongan hewan diluar khusus untuk

Keperluan haiat atau pemotonaan terpaksa karena
kecelakaan untuk usaha dikenakan retribusi

1. Sapi. Kerbau. Kuda sebssar ..... Rp.10.000 ., -
(Sepuluh ribu rupiah) per—-ekor.
2. Yambina/Domba sebesSar.. ... ... Rp. 2.000,~

(Dua ribu rupiah) par-ekor.



BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
Wilavah pemunautan retribusi Rumah Potona Hewan adalah
Wilavah Dasrah.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Masa Retribusi adalah Janaka waktu vana lamanva 1
(satu) bulan atau ditetapkan lain cleh Kepala Daerah.

Pasal 15
Saat retribusi terutana adalah pada saat ditetapkannva
SKRD atau dokumen lain vang dipesrsamakan.
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 1é&

(1Y Pemunautan retribusi tidak dapat diboronakan.

(2) Retribusi dipunaut dengan menagunakan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan. dan SKRDKBT.

(3) Hasil pemnunautan retribusi sebacaimana dimaksud
pada avat (2) Pasal ini disstor secara Bruto ke
Kas Daerah.

(4) Tata cara pemunautan akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dasrah. :
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BAB XI

SANKSI ADMINISTRAST
Pasal 17

Dalam hal Waiib Retribusi tidak mcrnavof tepat pada
waktunva atau kurana membavar. dikenskan sanksi admin-
istrasi berupa bunaga sebesar 2% (dus persen) setiap
bulan dari retribusi vana terutana atau kurang dibavar
dan ditzaih mengounakan STRD.

SAB XIT

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18
(1) Pembavaran retribusi vana terutana harus dilunasi
sekaliaus.

{(2) Retribusi V3N tmrutanq dilunasi selambat-
lambatnva 1% {lima be Y ohari sejark diterbite

kannva SKRD atau doﬁumEh lain vana dipersamakan.
SKRDYKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembavaran. penvetoran. tempat pembavar—
an retribusi distur dencan Keputusan Kepala Daer—

ah.

Pazal 19

~—
—
ot

Fembavaran retribusi dilakukan di- Kas Dasrah atau
ditempat lain vana ditunijuk oleh Kepala Daerah
sesual denoan waktu vano ditentukan dengan menagu-
nakan SKRD atau dokumen lain vana dipersamakan.
SKRD., SKRDKB. SKRDKET. dan 3TRD.

(2) Dalam hal pembavaran dilakukan ditempat lain vang
dituniuk. maka hasil retribusi harus disetor ke
Kas daerah selambat-~lambatnva 1 x 24 ijam atau

dalam waktu vana ditentukan oleh Kepsla Daerah.

(3) Penaaturan lebih laniuvt tentana Tata cara pemn~
bavaran dan penvetoran hasil retribusi ditetapkan

oleh Kepala Dasrah.

{1).Kepala Déerah...f.......



-

(1)

2

(1)

(

)

Kepala Daerah atas overmohonan Waiib Retribusi
setelah memenuhl “atan vana ditentukan dapat
memberikain persstuiuvan kepada Waiib Retribusi
untuk menganasur retribusi dalam kurun waktu
tertentu atau menunda pembavaran retribusi sampai
batas waktu vana ditentukan. dendan dikenaka bunaa
2% (dua persen) setiap bulan.

Persvaratan untuk dapat menazanasur dan atau menun-
da pembavaran sebaaaimana dimaksud pada avat (1)
RPasal inil ditetapkan oleh Xepala Dasrah.

Setiap pembavaran retribusi diberikan tanda bukti
pembavaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk. Jenis. I3i. Ukuran buku tands bukti pem-
bavaran ditetapkan oleh Kepals Derah.
BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

¥

Retribusi terutana berdasarkan SKRD atau dokumen
lain vana dipersamakan. SKRDKBT. STRD. Surat
Keputuzsan Keberatan vana menvebabkan Jjumlah re-
tribusi wvana harus dibavar bertambah. vang tidak
atau kurana dibavar olsh Waiib Retribusi dapat

8]
@

ditaaih denaan Surat Paksa.
Penaaihan retribusi melalui BRLN dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundana-~undangan vang
berlaku.



‘1)

(4)

(1)

{2)

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

sal 23

3

(53

Atas kelebihan pembavaran retribusi. Waiib Retribe-
i dkan permohonan penaembalikan

usil dapa
kepada Kepala Daarah.

Permohonan  pencembalian kelebihan pembavaran
retribusi dizijukan secs ﬁertulié kepada KXepala
Daerah darnaan “cuaranu kurananva menvebutkan :

. nama dan Rotribusi:

. mass retr:

e embavaran
. alauan Y andad si k?f dan 1@]3
Kepala daesrah dal: wka waktu paling lama &
(enam) bulan seiak ditarimanva permohonan penaemba
lian kelebihan pembavaran retribusi harus memberi-
kan keputusan. '

fal permohionan pencembalian kelebihan retribu-
si dikabulkan. harus diterbitksan SKXRDLB dalam
ianaka waktu palina lama 2 {(dua) bulan sejak
diterimanva permohonan. '

Apabila Waiib =1 mempunvail utana retribusi
lainnva. ke pembavaran retribusi dapat
lanasunag dip sanakan untuk melurnssi terlebih
dahulu utang 'thiQUSi tersebut.

Panaembalian kelebihan pembavaran r@tribusi dila~
<ukan dalam Sanoka waktu paling lama 2 (dua) bulan
seijak diterbitkannva SKXPDLB.

pabila penaembalian kelsbihan pembavaran retribu-~

21 dilakukan setelah lewat Janoka waktu 2 (dus)
bulan =ejsk ditsrbitkannva “KDDLB Kepala Daerah

J‘

memberiks buras gsar 2% (dua parsen)
sebulan 13mhaL 1b,varan kelabihan

retribusi.

(1). Penaembalian......



- -

(1)

(1)

(2)

Penaembalian kelebihan retribusi vana dilakukan
denaan menarbltkan Surat Perintah membavar kelebi-
han retribusi.

Apablila kelebihan pembavaran retribusi diverhi-
tunakan dengan utana retribusi lainnva sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 avat (1) Peraturan Daerah
ini. pembavaran dilakukan dengan cara pemindahbu-
kuan juga berlaku sebaaal bukti pembavaran.

BAB XV
KADALUARSA

Pasal 26

Hak untuk melekukan penagihan Retribusi. kadaluar-

sa sstelah melampaul jianoka waktu 3 (tiga) tahun
teritung seiak saat terutananva Reitribusi. kecualil
1

apabila waiib retribusi melakukan tindak pidana
dibidana Retribusi.

Kadaluarsa penaaihan Retribusi sebagaimana dimak-
sud avat (1) tertanaauh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran: atau
. Aada penaakuan utana Reribusi baik lanasung
maupun tidak lanasundg.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

(1) Piutana retribusi wvana tidak munakin ditaaih laaqi

karena hak untuk melakukan penaaihan sudah kadalu~
warsa dapat dihapus.

{2). Kepala Daerah.....



dew gy



<

P

(2)

Kepala Dasrah menetapkan Keputusan penaghapusan

Piutana retribusi dasrah vana sudah kadaluwarss
sebaaaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Waiib Retribusi vana tidak melaksanakan kewaiji-
bannva =ehingaa meruaikan Keuanaan Daerah diancam
pidana kurunaan palina lama 3 (tiga) bulan atau
denda palina banvak Rp. 2.500.000.-~ (dua juta lima
ratus ribu rupiah):

(2)

Tindak pidana ssbaaaimana dimaksud avat (1)

adalah pelangaaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

{1) Peiabat Peaawai Neaeri Sipil tertentu dilinakungan
Pemerintah Daerah diberi wewenana khusus ssbagal
penvidik untuk melakukan penvidikan tindak pidana

di

bidana Perpajakan Daerah atau Retribusi seba-

agaimana dimaksud dalam Undana-Undana Nomor 8 Tahun
1981 tantana Hukum acara pidana.

(2) Wewenanda penvidik sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah

A

Menerima. mencari. menaumpulkan dan meneliti
keteranaan atau laporan berkenaan denaan tindak
pidana di bidana Retribusi Daerah aaar keteran-—
aan atau laporan tersebut menjadi lebih lenakap
dan jelas:

Meneliti. mencari dan menaumpulkan keteranaan
menaenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan vana dilakukan sehubunaan
denaan tindak pidana Retribusi Daerah:

c. Meminta.....x««..
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(3)

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku-~buku. catatan-catatan dan doku-
men-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidana Retribusi Daerah:

e. Melakukan penaeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan. pencatatan dan dokumen—dokumen
lain serta melakukan penvitaan terhadap bahan
bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranaka pelak-
sanaan tugas penvidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daarah:

a. Menvuruh berhenti. melarang sessorand meninag-
agalkan ruangan atau tempat pada saat pemerik-
saan sedana berlanasuna dan memeriksa indenti-
tas orang dan atau dokumen vang dibawa sebagai-
mana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseoranag vana berkailtan denagan tindak
pidana Retribusi Daerah.

i. Memangall orang untuk didengar keteranaannva
dan diperiksa sebagal tersanaka atau sanksi.

j. Menahentikan penvidikan.

k. Melakukan tindakan lain vana perlu untuk kelan-
caran penvidikan tindak pidana di bidang Re-
tribusi menurut hukum vana dapat dipertanaauna
Jawabkan.

Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) mem-
beritahukan dimulainva penvidikan dan penvampailan
hasil penvidikan kepada penuntut Umum. sesuai
dengan ketentuan vana diatur dalam Undang~Undana
Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum Acara Pidana.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 30
Denaan berlakunva Peraturan Daerah ini. maka Peraturan
Dasrah Xabupaten Sarolanaun Banako Nomor 8 Tahun 1974
Tentana Pajak Potong HMewan serta Psraturan Daerah
Ferubahannva dinvatakan dicabut dan tidak berlaku
laagi.

Pasal 31

Hal~hal vana belum diatur dalam Peraturan daerah ini.
sepaniang menaenal pelaksanaannva diatur lebih laniut
olsh Bupatli Meranain.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangoal diun~
dangkan.

Memerintahkan <setiap orana dapat menaetahuinva.
Penaundanaan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Meranain.

Disvahkan di ct Banako
Pada tanaaal : 28 Maret 2000

BUPATI MERANGIN
ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan dalam lLembaran Daerah
Kabupaten Merangin No : 13 Tahun 2000
Tanggal 10 Juni 2000 Seri : B No : 09

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK I
NIP. 010055981



